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BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN
A. Kesimpulan

1. Pengaturan hukum mengenai unsur memiliki dan menguasai narkotika dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terutama terdapat dalam Pasal 112 ayat (1), yang mengatur bahwa setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman dapat dipidana. Unsur “memiliki” lebih menekankan adanya hubungan kepunyaan atau pengakuan terhadap narkotika, sedangkan unsur “menguasai” lebih menekankan adanya kemampuan faktual untuk mengendalikan, memegang, menyimpan, menggunakan, atau memperlakukan narkotika tersebut. Dalam perkara M. Syafi’i, unsur tersebut dianalisis dari adanya pengakuan bahwa sabu tersebut adalah miliknya bersama Dicky Als Manut, adanya riwayat penerimaan sabu dari Dicky, serta fakta bahwa sabu tersebut sempat berada dalam penguasaan fisik tersangka sebelum penangkapan.
2. Pertanggungjawaban pidana terhadap unsur memiliki dan menguasai narkotika dapat dikenakan apabila terdapat perbuatan pidana, kesalahan, kemampuan bertanggung jawab, sifat melawan hukum, serta tidak adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf. Dalam perkara M. Syafi’i, pertanggungjawaban pidana dibangun dari adanya hubungan faktual antara tersangka dengan narkotika jenis sabu, yaitu tersangka mengetahui asal-usul sabu, ikut dalam rangkaian perolehan sabu bersama Dicky, menerima dan menggenggam sabu, serta mengakui bahwa sabu tersebut adalah miliknya bersama Dicky. Selain itu, tersangka tidak memiliki izin yang sah dari instansi atau pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, atau menguasai narkotika, sehingga unsur tanpa hak atau melawan hukum terpenuhi.
3. Berdasarkan hasil pembahasan, penerapan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku kepemilikan narkotika jenis sabu dalam praktik penyidikan di Polres Langkat dilakukan dengan melihat keterkaitan antara perbuatan tersangka, barang bukti, keterangan saksi, keterangan tersangka, serta unsur pasal yang disangkakan. Dalam perkara M. Syafi’i, penyidik menilai bahwa tersangka dapat dimintai pertanggungjawaban pidana karena terdapat hubungan faktual antara tersangka dengan narkotika jenis sabu yang ditemukan di dekat lokasi penangkapan. Hubungan tersebut tidak hanya didasarkan pada posisi barang bukti, tetapi juga diperkuat dengan pengakuan tersangka bahwa sabu tersebut. Unsur memiliki, menyimpan, dan menguasai narkotika jenis sabu dalam perkara ini dibuktikan melalui rangkaian fakta penyidikan, yaitu adanya informasi masyarakat, tindakan pengintaian, penangkapan, penemuan barang bukti berupa dua bungkus plastik klip bening berisi sabu, satu alat hisap sabu atau bong, dua mancis, serta keterangan para saksi penangkap. Selain itu, tersangka juga menerangkan bahwa sabu tersebut diperoleh dari Tanjung Pura dengan tujuan untuk dipergunakan bersama. Dengan demikian, penyidik membangun pertanggungjawaban pidana tidak hanya dari keberadaan barang bukti, tetapi juga dari kronologi perolehan, penguasaan, dan pengakuan tersangka terhadap narkotika tersebut. Pertanggungjawaban pidana terhadap tersangka diterapkan karena tersangka diduga melakukan perbuatan secara sadar, tanpa hak, dan melawan hukum. Tersangka tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menggunakan narkotika jenis sabu. Oleh karena itu, perbuatan tersangka memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana dipersangkakan dalam Pasal 114 ayat (1) subsider Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Walaupun terdapat fakta bahwa sabu tersebut akan digunakan bersama dan salah satu pelaku lain berhasil melarikan diri, hal tersebut tidak menghapus pertanggungjawaban pidana tersangka sepanjang unsur perbuatan, kesalahan, dan hubungan tersangka dengan barang bukti dapat dibuktikan dalam proses penyidikan. 
B. Saran

1. Penyidik Satres Narkoba Polres Langkat disarankan untuk semakin memperkuat pembuktian unsur memiliki dan menguasai narkotika, khususnya dalam perkara ketika barang bukti tidak ditemukan melekat pada tubuh tersangka. Dalam keadaan seperti ini, penyidik perlu menggali secara lebih mendalam hubungan faktual antara tersangka dengan barang bukti, seperti riwayat perolehan narkotika, siapa yang membeli, siapa yang memegang, siapa yang menggunakan, serta bagaimana posisi barang bukti pada saat penangkapan. Hal ini penting agar pembuktian unsur memiliki dan menguasai tidak hanya bergantung pada keberadaan barang bukti di sekitar tersangka, tetapi juga didukung oleh rangkaian fakta yang kuat.
2. Penyidik disarankan untuk lebih mengoptimalkan pengembangan perkara terhadap pihak lain yang terlibat, khususnya terhadap Dicky Als Manut yang disebut dalam keterangan tersangka sebagai pihak yang membawa uang, membeli sabu, dan berada bersama tersangka sebelum penangkapan. Pengembangan terhadap pihak lain penting untuk memperjelas pembagian peran, apakah tersangka hanya sebagai pengguna bersama, pihak yang ikut menguasai, atau memiliki keterlibatan lain dalam perolehan narkotika. Dengan demikian, konstruksi perkara menjadi lebih lengkap dan tidak hanya berhenti pada tersangka yang berhasil diamankan. 

3. Aparat penegak hukum disarankan untuk lebih cermat membedakan antara unsur memiliki, menyimpan, menguasai, menggunakan, dan menjadi perantara dalam jual beli narkotika. Pembedaan ini penting karena masing-masing unsur memiliki konsekuensi hukum yang berbeda. Apabila fakta lebih mengarah pada penguasaan untuk digunakan sendiri atau bersama, maka pembuktian Pasal 112 ayat (1) harus disusun secara hati-hati agar tidak terjadi kekeliruan dalam menempatkan peran tersangka. Sebaliknya, apabila terdapat bukti transaksi atau peredaran, maka Pasal 114 ayat (1) dapat diperkuat dengan alat bukti yang relevan. 
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